
1

RANCANAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN DAN

PENYEDIAAN AIR MINUM DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN

Menimbang : a. bahwa pengembangan sistem penyediaan air minum
merupakan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah
Daerah diselenggarakan dalam rangka mewujudkan
kesejahteraan masyarakat dengan menjamin kebutuhan pokok
air minum masyarakat yang memenuhi syarat kualitas,
kuantitas, dan kontiniutas;

b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pokok yang dimaksud
huruf a diatas, diperlukan adanya penyelenggaraan dan
penyediaan air minum yang berkualitas, sehat, efisien dan
efektif, terintegrasi dengan sektor-sektor lainnya terutama
sektor sanitasi sehingga masyarakat dapat hidup sehat dan
produktif;

c. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan dan penyediaan
air minum di Kabupaten Kuningan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Penyelenggaraan Pengembangan dan Penyediaan Air
Minum Daerah Kabupaten Kuningan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa
Barat (Berita Negara Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
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4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3821);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4247);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya
Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4377);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

9.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan
Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5188);

10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502),
sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4858);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin
Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5285);

17. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama
Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan
Infrastruktur diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 56
Tahun 2011 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan
Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Pedoman Teknis dan Tata cara Pengaturan Tarif Air Minum
pada Perusahaan Daerah Air Minum;

19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

20.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan
Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan
Tahun 2008 Nomor 68 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kuningan Nomor 70);

21.Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 21 Tahun 2013
tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor 21
Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan
Nomor 20);



4

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

dan

BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN DAN PENYEDIAAN AIR
MINUM DAERAH KABUPATEN KUNINGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah

Pemerintah Kabupaten Kuningan.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat DPRD adalah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan.
5. Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang

terkandung didalamnya.
6. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan atau buatan

yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
7. Air baku untuk air minum rumah tangga, yang selanjutnya

disebut air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air
permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang
memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air
minum.

8. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses
pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat
kesehatan dan dapat langsung diminum.

9. Air limbah adalah air buangan yang berasal dari rumah tangga
termasuk tinja manusia dari lingkungan permukiman.

10.Sampah adalah limbah padat yang berasal dari lingkungan
permukiman, bukan bahan berbahaya dan beracun, yang
dianggap tidak berguna lagi.

11.Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan
kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.

12.Sistem penyediaan air minum yang selanjutnya disebut SPAM
merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non-fisik dari
prasarana dan sarana air minum.

13.Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan
membangun membangun, memperluas dan/atau meningkatkan
sistem fisik (teknik) dan non-fisik (kelembagaan, manajemen,
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keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang
utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada
masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.

14.Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
yang selanjutnya disebut BPP SPAM adalah Badan yang dibentuk
Menteri untuk mendukung dan membantu dalam rangka
mencapai tujuan pengaturan pengembangan SPAM.

15.Penyelenggaraan adalah orang perorangan, kelompok masyarakat
atau instansi yang mendapatkan layanan air minum dari
penyelenggara.

16.Penyelenggara dan Penyediaan Air Minum adalah  kegiatan yang
dilakukan oleh Pemerintah dan /atau Pemerintah Daerah untuk
mewujudkan tercapainya tujuan pengaturan pengembangan
SPAM.

17.Penyelenggaraan pengembangan SPAM adalah kegiatan
merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengelola,
memelihara, merehabilitasi, memantau, dan/atau mengevaluasi
sistem fisik (teknik) dan non-fisik penyediaan air minum.

18.Penyelenggara pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut
Penyelenggara adalah badan usaha milik negara/badan usaha
milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok
masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan
sistem penyediaan air minum.

19.Badan Usaha adalah Badan Usaha Swasta yang berbentuk
perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Koperasi.

20.Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN
adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya
dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang
berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan yang dibentuk
khusus sebagai Penyelenggara.

21.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD
adalah badan usaha yang pendiriannya diprakarsai oleh
Pemerintah Daerah dan seluruh atau sebagian besar modalnya
dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang
berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan yang dibentuk
khusus sebagai Penyelenggara.

22.Koperasi adalah kumpulan orang yang mempunyai kebutuhan
yang sama dalam sektor ekonomi atau sosial budaya dengan
prinsip demokrasi dari anggotanya dan yang dibentuk khusus
sebagai Penyelenggara.

23.Badan Usaha Swasta yang selanjutnya disebut BUS adalah badan
hukum milik swasta yang dibentuk khusus sebagai
Penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

24.Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai
kepentingan yang sama yang tinggal di daerah yuridikasi yang
sama.

25.Badan Layanan Umum yang selanjutnya disebut BLU adalah
instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk
memberikan layanankepada masyarakat berupa penyediaan
barang dan/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari
keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada
prinsip efisiensi dan produktivitas.


